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PERATURAN BUPATI BEKASI
NDMGH o L AT kR

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN BARANC/JASA
DI LINGKUNGAMN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Meanimbang - @, bahwa sehubungan dengan telab ditetapkannya Peraturan
Presiden Rl Momor 54 Tahun 2010 tzntang Pengadaan
Barangflasa Pemerintah, petunjuk  teknis  pengadaan
barang/iasa di fingkungan Pemearintah Kabupaten Bekasi
yang semula telah ditetapkan mefalui Peraturan Bupab
Nomor 16 Tahun 2006 perlu dicabut untuk disesuaikan
kembali;

b, babhwa atas dasar perimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan kembal
Peraturan Bupati  Bekast tentang Petunjuk Teknis
Pengadaan Barangfjasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekasi perly ditetapkan dengan Peraturan
Bupatr Bakasi,

Mengqngat . Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propenst Jawa Barat (Berita Negara Tahur 1950);

2. Undang-Undang Momor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruks) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
(99 Momai' 54, Tambahan Lembaran Megars Bepublik
Indonesia Nomor 38321

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 teptang
Ponyelenogaraan Negara yang bersih dan  bebas dan
Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonoesin Tahun 1889 Mamor /5 Tambahan Lembaran
Megara Republik [ndonesia Nomor 3851);
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10.

11.

12,

Sy o

Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Megara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2004 Womor 5, Tambahan Lambaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4333);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan,  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republix Indonesta Nomor 4400);

Undang-Lndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Momor 12 Tahun 2008 tentsng Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Nagara Nomor 4844)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Porimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintahan [Daerah (Lembaran MNegara Republik
[ndonesia Tahun 2004 Momior 126, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomar 4438);

Peraturan Pemerintah Momor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelalaany  Keuangan Daerab  (Lembaran  Megara
Fapublik Indonesia Tahurn 2005 Momor 140, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Momaor €578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tatun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Irntans: Pemerntzh
iLembaran MNegara Republik [ndonesia Tahun 2006
Momor 25, Tambahan Lembaran WNegara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urisan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2007 Momor 82, Tambahan Lembaran MNegara
Momar 4737 )

Poraturan Presiden Republik Indonasia Nomor 54 Tahun
A0 tentang Pengadaan Baranglasa Pemeanintah;
Ecputusan Montert Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Momor  332/KPTS/M/2002 tentang Pedoman  Teknis
Pembangunan Gedung Negara;

o Eepuiuzan: Menteri Pemikiman dan Prasarana Wilayah

Momar 339KEPTSM 2003 tentang Petunjuk  Pelaksanaan
Pennadaan Jasa Konstruks: olely Instansi Pemarintah;
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14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah
Nomor 257/KPTS/M 2004 tentang Standar dan Pedoman
Pergadazn Jasa Konstruksi;

15, Peraturan Menteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dlubah dengan Peraturan Menteri
Nalam MNegeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16, Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daeran Kabupaten
Bekas Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menatapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.

Pasal 1

Petunjuk Teknls Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Berasi merupakan pedoman teknls bagl Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPDY,
Badan Usaha Millk Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia/Pajabat/Unit
Layanan Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 2

Isi dan uralan petunjuk teknis pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bekast sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Inl, tercantum dalarm
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terplsahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Kontrak Pengadaan barangfjasa yang sudah ditandatangani sebelum berlaskunya
Peraturan ini; masih tetap berlaku sampal dengan berakhimya jangka wakiu
kontrak.

Pasal 4

Dengan bedakunyva Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang
sama dan Peraturan Bupatl Bekasi Nomeor 16 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis
Pengadann Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun
A pparan 2007 dicabul can dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Pasal 5
Peraturan im mular berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
i dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasl.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
padatangnal o resansr ontn

4/ BUPATI BEKASIF




